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. Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

v ,'.bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 31 ayat (2) ‘,
| ""‘.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 tentang :
. Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupat1 '

j tentang Pedoman - Penyusunan,v | Perubahan ’. dan“

| 'Pertanggung]awaban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa

Mengingat ©

vTahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun '19-50 tentang .
‘ Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Llngkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
| ,'(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 20 14 Nomor 7
o vTambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

|   5495), sebagaimana telah d1ubah dengan Undang-Undang e
- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kexja (Lembaran Negara

ichpubhk Indonesxa Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan ~'
 Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 65’73), v

3. _'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 12014 tentang |
- »Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa o

. ':Tahun 2014 Nomor 244, “Tambahan Lembaran Negara'
o Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dxubah ’
» bebcrapa Kkali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 11 B
j'I‘ahun 2020 tentang Clpta Kelja (Lembaran Negara Repubhk

Indonema Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran

| - :ﬁNegara Republlk Indonesm Nomor 6573), . o

o] sauman|



' Menetapkan

f4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 .
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repubhk |
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

‘ MEMUTU SKAN :

. PERATURAN BUPATL. TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
~ PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan
1.
2,
3.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.
Daerah adalah Kahupaten Keranganyar.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

“sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
.- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah ‘yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerihtahan kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul,
dan/atau hak tradxsmnfd yang diakui dan dihormati dalam
31stem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa = adalah i)enyélenggaraan urusah
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negafa Kesatuén Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD édélah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintéhan yang anggot’anya' merupakan wakil dari
penduduk Desa ’berdasarkz‘m keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis. | |

Pemerintah Desa adalah K;epala Desa dibantu perangkat Desa

sébagai unsur penyelenggéra Pemerintahan Desa.

Rencana Kerja Pemerintzih Desa, selanjutnya disebut RKP . ...

Desa, adalah penjabaran dan RPJM Desa untuk jangka waktu

1 (satu) tahun.




. ""Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa, selanjutnya d1sebut»v7_:

. APB Desa, adalah rencana keuangan tahundn Pemenntahan

o _Desa
“10. .

- ‘; dlsmgkat APBD adalah rcncana keuangan tahunan“"
fpemenntahan daerah Kabupaten Karaﬁganyar yang disetujui

o oleh ‘Dewan Perwakllan ., Rakyat Daerah Kabupaten:_,.'v P

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan‘]umyav'_' T

Karanganyar

oL
S kebxjakan yang harus dlpedomam dan dilaksanakan oleh

I dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan B K

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok—pokokv‘:-_-_ o

S pemenntahan desa dalam penyusunan dan penetapan APB‘: : '}
.‘:Desa : R
- ,Y-dapat d1n11a1 dengan uang serta segala sesuatu berupa u ang’ B

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewapban Desa yang:_' o

Ce kCWajlban Desa N
18

R4 ang mellputx perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan o

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan keglatan

| pelaporan dan pertanggunglawaban keuangan Desa R
~_14._Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dcsa, yang S

selanjutnya dlsmgkat PL.PKD adalah Kepala Desa atau -

: ‘_.'sebutan narna lam yang karena Jabatannya mempunyal

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaanv B

keuan;)andesa ‘ e o :

15
dlSlngkat PPKD’ adalah perangkat Desa yang melaksanakanf "

Pelaksana Pengelolaan Keuangan DCSGL, yang sclanjutnyaf:,.~ B

, 'pengelolaan keuangan Dcsa berdasarkan Keputusan Kepala"_ o

. ‘Desa yang menguasakan sebaglan kekuasaan PKPKD
16
"adalah Presnden Repubhk Indones1a yang memegang B

»Pemenntah Pusat yang sclan_]utnya d1sebut Pemenntah -

Lekuasaall pemermtahan ~ negara Repubhk In done51a - L

| ;sebagmmana dlmaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara -

T Repubhk Indoncs:a Tahun 1945
17,
o 'dlsebut Pemcnntah Provmsx adalah Gubernur Jawa Tengah - S

'Pemenntah Daerah Provmsa Jawa Tcngah yang selanjutnya“vb'»i" |

e sebaga1 unsur pcnyelenggara Pemenntahan Daerah yang .

_mcmunpm pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adx

' }kewcnangan Pemenntah Dacrah Provm81 Jawa Tengah



18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya: ,'
: ﬂ-_»dlsmgkat APBN adalah rencana keuangan tahunanvv .

o . pemenntahan negara yang dxsetu;ul oleh Dewan Perwakﬂan’ , :

N Rakyat

) |
- - selanjutnya - dlsmgkat “APBD Provm31 adalah rencana"_' -
o }‘,'keuangan tahunan pemenntahan daerah Provms1 Jawa o

- Tengah yang dxsetu]m oleh Dewan Perwakxlan Rakyat Daerah R

o a.

,_Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Prov1ns1 yang .

Provmsx J awa Tengah

BAB n
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN -
- PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA el

Pasal 2

a 'Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggun.awaban APB -
Desa rnehputx ) S .
»‘ smkromsam kebl_]akan Pemenntah Daerah dengan v i
._kewenangan Desa,» RKP Desa dan kebgakan pnontas

- penggunaan DanaDesa, [ _ o o |
. prinsip penyusunan Perubahan dan Pertanggung]awaban ,
 APB Desa; - R e e
kebuakan penyusunan, Perubahan dan Pertanggung}awaban
}_:»APBDesa L A P ' ‘
‘tekms penyusunan, Perubahan dan Pertanggung]awaban APB L
»'-'Desa dan - BRI |
Loe hal khusué !amnya dalam penyusunan Perubahan dan
3»vPertanggun-awaban APB Desa v ».

Pasal 3

Y‘Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pcrtanggun.awaban APB o

' Desa ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
o f_} Lamplran yang mcrupakan baglan yang udak terp1sahkan dan o

o PeraturanBupanmz SR

: BAB Im
SR PENUTUP



2 T

o | Pasal . e -
Peraturan Bupatl ini mula1 bcrlaku pada ta.nggal dlundangkan

| Agar o setlap . orang mengetahmnya memerlntahkan'

. j1:>eng,undanga\n Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya" :
” .dalam Benta Daerah Kabupaten Karanga_nyar o |
Dltetapkan d1 Karanganyar |

BUPATI KARANGANYAR

" JULIYATMONO

o }Dlundangkan d1 Karanganyar
}‘ pada tangga.l 10 September 2021
. SEKRETARIS DAERAH
: KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO

o }BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 66

| ‘"[’_‘iKABUPATDN KARANGANYAR-“} IS

bahnan sesual dengan ashnya L

EI’EI

SEKRETARIAT DAERAH

Pada tanggal 10 September 2021 o




', }";LAMPIRAN : R
o PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
'NOMOR 66 'I‘AHUN 2021

| ‘“'TENTANG N S
~ PEDOMAN. PENYUSUNAN 'PERUBAHAN
. DAN PERTAN(:GUNGJAWABANY, o

. '-V‘ANGGARAN PENDAPA’I‘AN DAN BELANJA“;} R

i DESA TAHUN ANGGARAN 2022 o

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

' f fANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 'I‘AHUN ANGGARAN 2022 . f

. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN‘ S

- DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA -

Keberhasﬂan pencapman sasaran Program Pembangunan Daerah

}‘ Tahun 2022 akan dlpengaruhl antara lain smkromsaa kebgakan antara

N : Pemcrmtah Desa dengan Pemenntah Daerah yang d1tuangka.n dalam Rencana; ey
Kelja Pemermtah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 Sebuau ketentuan Pasal 74 : o
o ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja Desa

- o dlpmorltaskan untuk memenuln kebutuhan pembangunan yang dxsepakau' o

= "[dalam Musyawarah Desa dan :;esual deng"ln pnorltas Pemermtah Daerah :

o ‘.‘ijemerlntah Ddcrah Prov1n31 dan Pemerlntah

Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaltu “Karanganyar Ma_;u: o

SOt dan Mandln dengan fokus pembangunan _ penmgkatan kemampuan

o " kemandman maoYarakat untuk berw1rausaha dan pemenuhan kebutuhan -

| kesejahteraan sosml Dalam rangka mewujudkan target kebuakan umum o

R pembangunan daerah Kabupaten Karangdnyar Tahun 2022 dengan strategxt |

pI’lOI‘ltaS sebagal berikut :

B _,1-;Pen1ngkatan produktmtas daera.h secara khusus unogulan 1ndustn.,j'

R . v"Apertaman penkanan, Petemakan dan panw1sata S
o2 Penguatan UMKM o o : -

- 3.7:Penguatan kew1rausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kelja,‘ _‘}f -

- ":'terutama sektor unggulan 1ndustr1, pertaman, panmsata,

4 31Pen11’1gkatan produk31 cl1str1bus1, pengendahan cada.ngan pangan dan: o s

-",‘;;‘pembudayaan pola pangan harapan, R

Penguatan kapa31tas aparatur Desa, o

- 6. }Pembangunan 1nfrastruktur antar DPsa termasuk Jarmgan internet d1

o semuaDesa, R



48

: 77 Pemasy'lrakatan mlau budaya produktn dan inovatif, mengelola produk

, unggulan Desa,
8. Penguatan Desa untuk fasilitasi pembangunan lmgkungan desa yang sehat
~ dan tangguh. ’ ,
Dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah tersebut
maka pemenntah Desa mendukung pelaksanaan strateg1 pnontas pemenntah

dacrah sesuai dengan potensi dan kondisi masm.g—masmg Desa.

. PRINSIP PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB
'DESA |

Prinsip -prinsip . yang harus menjadi menjadi pegangan dalam
enyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemenntahan di Desa

' berdasarkan bidang dan kewcnangannya

2. Tepat wakm sesuai dengan tahapan dan Jadwal yang telah dltetapkan '

" dalam peraturan perundang-undangan.

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
"mehdapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa. -
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masYarakat. ‘

5 Meiﬁpérhaﬁkan asas keadilan dan kepatutan. o

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

- tinggi dan peraturan daerah lamnya

. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebgakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam
penyusunan APB Desa, terkait dengan pendapatan belanja dan pemblayaan '
adalah sebagal berikut :

1. Pendapatan Desa
a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi :
1) hasil usaha mehpuu bagi hasil BUM Desa,
2) hasxl aset mehputx pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok,
‘ pasar Desa, tempat pemandian umum, Janngan irigasi, dan hasil
~ aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa; ’
3) swadaya, partls1pa31 dan gotong royong meliputi penerimaan yang
| berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
' 4) pendapatan asli Desa lain meliputi hasil pungutan Desa.

;Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa agar memperha’ukan



“h

a)

~serta kctentuan peraturan perundang—undangan ‘terkait

khususnya dcdam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan L

;: hal hal sebagal bemkut

Dalam merencanakan target Pendapatan Ash Desa acar.“f;;

s mempertlmbangkan kond131 perekonorman yang tex}ad1 pada R |
” "tahun—tahun sebelumnya perklraan permmbuha.n ekonomz danf' ERRERTE

‘v reahsam penenmaan Pcndapatan Asli Desa tahun sebelumnya, B

'atau hasﬂ penoelolaan tanah milik deua,

. Desa pada umumnya, agar tldak menetapkan kebljakan yang-

Dalam upaya pengelolaan dan pemngkatan Pendapatan Ashf i :

. memberatkan masyarakat ‘ L )
. penerlmaan desa dan tanah m111k desa agar mencantumkan'v'}_‘
B Iuas persﬂ / loka31 dan per}araan n11a1 harga sewa Secara"z'. .

- kcseluruhan, T | SRR - | |
'Dalam rangka ' Pengawasan ’ terhadap sumber-sumber; 'f.‘:_ o

B pendapatan Desa, maka SPbeIum dllaksanakan sewa, lelang,’ |

o pengelolaan tahunan terhadap tanah mxhk desa, Kepala Desa: '
' y terleblh dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokas1,v ] B s :
B ,harga dasar sewa/ Ielang/pengelolaan tanah m111k ‘desa. e

: Selanjutnya dltetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang e

g

i -;Pendapatan Desa dan Pasar Desa/Klos Desa, | obyek":
“ *'rekreasxlm ata Desa, pemandlan umum Desa, huhm Desa S
. tempat pemancmgan m111k Desa dan kekayaan Desa lamnya

S bserta Peraturan Deba tentanc Pendapatan Desa lamnya agar,’ R

. dlsesuaukan dengan Jasa pelayanan yang d1ber1kan,' serta

; pengclolaan, sewa tanah mlllk desa yang mernuat mekamsme
jlelang, panxtla lelang, Jumlah persﬂ ukuran dan lokas1 denganf".v_' R
memperhatlkan peraturan perundang—undangan, S :
| Has1l penyewaan/ pengclolaan tanah railik deba dlmasukkan ke -
- ,dalam rekenmg atas nama Pe menntah Desa dan nomor rekenmg -
;»»"_tldak dapat dlubah kecuah alasan tekms perbankan, o RO
: Pexjanjlan sewa terhadap sernua tanah mlhk desa dllakukan oleh ', },v‘ a o
"Kepala Deba dengan p1hak penyewa, : , _‘ ’ o : " - » 
xPenetapan besaran tarif - dalam Peraturan Desa tentangf R

memperhahkan ekonorm dan kemampuan masyarakat

w},f,h)"Pemenntah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan‘ o

o pemungutan yang tldak dlatur dalam Peraturan De sa dan/atau '} :

"‘d1 luar kewenangan desa =




= x ) Swadaya, parUs1pas1 masyamkat dan gotong royong yang berupa' : ‘j ) ‘ :
L uang menjad1 pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadayaj .‘
‘dan part131pa81 masyax akat yang tldak berbentuk uang dlcatat T

: tcrsendm dalam buku swaddya / partls1pas1 masyarakat

b Kelompok transfer mehputx

3
- : | EProvmsL dan '
. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah o

Dana Desa . : : S S
Baglan dar1 ha¢11 pajak Daerah dan retnbu31 Daerah

: Aloka81 Dana Desa, RS o .
Bantuan keuangan dan A.nggaxan Pendapatan dan Belan_]a. Daerah e -

: Bantuan keuangan dan Angga,ran Pt,ndapatan dan Belanja Daerah s

| Provm31 dan Daerah Kabupaten sebagmmana dlmaksud pada angka 4) o

o : dan 5) dapat bersﬂat umum dan khusus

e Bantuan keuangan bersifat khusus dlkelola dalam APB Desa, tetapl -
b tldak d1terapkan dalam ketentuan penggunaan pallng sed1kzt 70% L
| (mjuh puluh persen) dan palmo banyak 30% (tlga puluh persen) L
i c Kelompok pendapatan laln terdm atas :

| f.}mengaktbatkan penenmaan d1 kas Desa pada tahun anggaran o -

_penerimaan dari hasil kerja sama Desa o D
Evpenem'naan dan bantuan perusahaan yang berloka31 di Desa, Pl e
“penerimaan dari h1bah dan sumbangan darl pihak ketiga; -

fkoreks1 kesalahan belanja tahun angoaran sebelumnya Yang_ “ o

- ?ber.]a.lan
| ,;:35)}

o »bunga bank dan

pendapatan lam Desa yang sah

2 Belanja Desa

T a.

o p..oc-

o Belanja Desa mehputl scmua pengeluaran yang merupakan- o :
kewaijan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dlperoleh
| f »sv:pembayarannya kemball oleh Desa. Belan_]a Desa dlpergunakan untukfn

B mendanm penyelenggaraan kPwenangan desa, mehputl 5 bldang ya,ltu o
;"Penyelcnggaraan Pemenntahan De:,a, T '
.;;:Pelaksanaan Pembangunan Desa; ‘
vPembmaan Kemasyarakatan Deaa,v o
i Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan

Pcnanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesalf Desa



C e

Belanja desa yang dltetapkan dalam APBDesa dlgunakan Vj »
proporswnal denga.n ketentuan sebaga1 berikut : , . o v
as Pahng sedlklt 70% (tujuh puluh pe:rsen) dan Jumlah anggaran belan_]a ‘v .

. ,"Desa dxgunakan untuk mendana.t v ‘ : I |
’ - 1) penyelenggaraan pemermtahan Desa termasuk belanja operas:onal .; ” .
| Pemenntahan Desa dan msentlf Rukun Tetangga (R’I‘) dan Rukun
: . Warga (RW), ‘ | : : , g
o ’2) pelaksanaan pembangunan Desa, R

> v_3) pernblnaan kemabyarakatan Deoa dan

| 4) pemberdayaan masyarakat Desa, o L

. }' b;,:- lpalmg banyak 30% (tlga puluh persen) dan _]umlah anggaran -
o ;:belan_laDesa dlgunakanuntuk o o |

: 1] penghasﬂan tetap dan tunjangan Kepa.la Desa, Sekretans Desa, dan ’

: Perangkat Desa lamnya, dan e :

. 2) mnjangan dan operasmnal BPD

3 K1a31fika31 belan_]a Desa dlbagl dahm sub bldang dan keglatan sesual - : o
dengan kebut:uhan desa, mellputl ' N ’ o
o a. Bldang Penyelenggaraan pemenntahan Desa terdm atas sub bxdang i
1) penyclenggaraan belanja penghasﬂan tetap, tunjangan dan
- opera‘;lonal Pernenntahan DPsa, IR ‘
:2) sarana dan prasarana Pemenntahan Desa, L e LT
: 7";3) adm1mstras1 kependudukdn pencatatan szpll Statlstlk, dan
kear81pan, o i . |
L :4) tata praJa »Pemermtahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan,_, -
'5) pertanahan - . o )
b B1dang pelaksanaan pembangunan Desa dxbagl dalam sub bldang
1) pend1d1kan . :
’2) kesehatan | o
R :3) pekeljadn umum dan penataan ruang,
) kawasan permuklman R
15) kehutanan dan hngkungn hldup, o | o
L ‘6) pcrhubungan, komumka31 dan mformatlka, R
7 energ1 dan sumberdaya mmeral dan
 8) pariwisata SR T
:c‘.’:}Bldang pembmaan kemasyarakatan Deqa tcrdm dar1 sub bldang o
v '1) ketentraman, keterttban dan perhndungan masyarakat |




‘f»‘i‘}z) kébildéyaién dan kééémnaan' e
L 3) kepemudaan dan olah raga; dan " ‘.

B E;'f:4) kelembagaan masyarakat

| f d ” Bldang pemberdayaan masyarakat Da,sa tcrdlrx atas sub bldang

1) kelautan dan perikanan;

2) pertaman dan peternakan, o

. 3) penmgkata.n kapasﬂ;as aparatur Desa, S

S 4) pemberdayaan perempuan, perhnaungan anak dan keluarga, o IR
. -5) koperas1, usaha mlkro kec1l dan menengah | |
6) dukungan penanaman rnodal dan

U 3'»::“7) perdagangan dan permdustrlan L

B eBldang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesakv“v}fﬁ", H

S Desa tcrdm dan sub bldang

1) penanggulangan bencana, o

2 keadaan darurat dan

L 3) keadaan mendesak

Sub bldang sebagalmana teroebut d1 dtas d1bag1 dalam keglatan-' o L

sesual kebutuhan desa mehputl

T ‘a. Belan_]a pegawa1, e

Belan;a peg,aww dxanggarkan untuk pengeluaran penghasﬂan’v’,‘

o é"-"tetap, tunjangan, penenmaan lam, dan pembayaran jaminan kesehatan' L

"-f,.bagl Kepala Desa dan. Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belan‘]a'; | o

-' pegawai d1anggarkan dalam bldang penYeIenggaraan Pemenntahan R

S f:‘fj:Desa Belanja pegawm pelaksan‘mnnya dlbayarkan setlap bulan L o

| jv Pembayaran Jamlnan sosial sebagalmand dtmaksud diatas dlsesuajkan' B

‘"dengan ketentuan peraturan perundanrf-undangan dan kemampuan P

o APBDesa.

e Belanla balang/Jasa dlgundkan untuk pengeluaran bagl" o
}.pengadaan barang/_]asa yang nilai manfaatnya kLIrang dan 1 2 (dua N
. : belas) bulan. Belan]a barang/ _]asa dlgunakan untuk .

1) operasmnal Pemerlnta.h Desa, LT e

{' ’_2) pemehharaan sarana dan prasarana Desa, - DU o
.3) keglatan somahsasx/rapat/ pelauhan/ bunblngan tekms, e o
4). operasmnal BPD o - |

’ 5) 1nsent1f Rukun Tetangga {RT) / Rukun Warga (RW), _dan -



6) pembenan barang pada masyarakat/ kelornpok masyarakat . |
i Insentlf RT/ RW sebageumdna dumaksud dlatas merupaka.n B

o : baniuan uang untuk operasxonal lcmbaga RT/ RW dalam pelaksanaan' o

tugas pclayanan ,_ pemcnntahan, | perencanaan | pembdngunan,:ﬂ_j"’:-5"71_3.,'i,j'*;

B ) ketentraman, ketertlban, dan pemb\_rdayaan masyarakat Desa.

Pembenan barang pada masyarakat/ kelompok rnasyarakat

sebagaxmana dxmaksud dlatas dllakukan untuk menunjang'

'pelaksanaan keglatan Desa

D , Belan_]a modal;

BelanJa modal dlgunaka.n untuk pengeluaran pengadaan barang:_‘,,ff AR

- :;'"yang nilai manfaatnya leblh dari 12 (dua belas) bulan dan menambah -

}- ’faset desa Pengadaan barang dlgunakan' untuk keglatan"

. ,, penyelenggaraan kewenangan Desa R

_} ‘Belanjatakterduga a

BelanJa tak terduga merupakan belanja untuk keglatan pada sub' E

. bIdang penanggulangan bencana, keadaan darurat da_n keadaanb_]f:- )

S ‘: mendesak yang berskala lokal Desa

o . 1) Belanja untuk keglatan pada sub bldang penanggulangan bencana N

R keadaan darurat dan keadaan *'nendesak sebagalmana dnnaksud d1 o

L | atas pahng sed1k1t memenuhl kntena sebagal berlkut

B ;;a) bukan merupakan keglatan norma] dari akt1v1tas Pemcnntah‘ R

o Desa dan tldak dapat d1pred1k51kan sebelumnya, o
_ v ».;‘b) udax dlharapkan ter_;adl berulan dan/atau o
) berada di Iuar kendali Pemermtah Desa. |

| 2) Keglatan pada sub bldang penanggulangan bencana bebagaunana, L

L dimaksud diatas merupakan ‘upaya tanggap darurat akzbatj

L é‘»texjadmya bencana alam dan bencana sosxal

JREN 3) Keglatan pada sub bldang kcadadn darurat sebagannana dlrnaksud"

E diatas merupakan updya penanggulangan keadaan darurat karena;j”f, i -

. ":'""**:;adanya kerusakan ' dan/dtau terancamnya ’ penyelesalan, -

R ',,v;pembangunan sarana dan Prasarana aklbat kenalkan harga yang L

;menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat

o  : 4) :'Keglatan pada sub bldang keadaan mendesak merupakan upaya" . -

i pemcnuha.n kcbutuhan pnmer dan pelayanan dasar masyarakat : | »;:- L

L m1sk1n yang mengalam1 kedaruratm



3. Pemblayaan
Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kérﬁball dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
benkutnya _ o .
a. Pemblayaan Desa terdm atas kelompok
| 1) Penerimaan pemblayaan
_ 2) Pengeluaran pembiayaan
b. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
| 1) SiLPA tahun sebelumnya; |
: ‘7?) pencajran dana cadangan; dan
. 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dlplsahkan kecuali tanah
dan bangunan _ | |
e SiLPA terjadi karena adanya pelampauan vp:enerimaan pendapatan
| térhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang
,_ belum selesai atau lanjutan ' |
d. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dlgunakan untuk :
| 1) Menutup1 defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
- daripada reahsa31 belanja; v '
o 2) Mendanai keglatan yang belum selesai atau lan_}utan
e. Pencairan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang
| anyedlaan dananya tidak dapat seKahgus dibebankan dalam 1 (satu)
 tahun anggaran. |
f.  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk
| menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dlplsahkan
g Pengeluaran pemblayaan terdiri dari: o ‘ ‘
1) Pem_bentukan Dana Cadangan;
" 2) Penyertaan ModélDesa; dan
- 3) Pembayaran utang Dcsé. _ ,
h Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai
' Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnYa
dibebahkan dalam satu tahlin anggaran
i, »Pembentukan dana cadangan dltetapkan dengan peraturan Desa‘
. ‘paling sedikit memuat
1) Penetapan tu_;uan pembentukan dana cadangan,
| 2) Program dan keglatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan; ‘



. ‘;{z'_}‘ 4) Sumber dana cadangan dan -
5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan} e
o J ‘:Pembentukan dana cadangan dapat bersumber darl penylsﬂlan atas" -
o ,f” f'f}penenmaan Desa, kecuah dan penerlmaan yang penggunaannya telah:'
» dltentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang- . :,. o
o k , pembenmkan dana cadangan dltempatkan pada rekemng tersendln ) v
) 1 Penganggaran dana cadanga.n ’ tldak meleb1h1 akhlr tahun masa' L
_]abatan Kepala Desa : e T

D TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA . —

, Dalam menyusun APBDes, Pcmenntah Desa dan BPD perlu’: o
memperhatlkan hal—hal tekms sebagm benkut | D |
1 Pemenntah Desa menyusun dan menetapkan APBDes secara tepat:'f RO

A waktu yaltu palmg Iambat 31 Desember 2021. | ‘_ | | ‘}

2. Pernenntah Desa agar memenuh1 jadwal proses penyusunan APB Dcsa,' |

o "‘;3,‘mu1a1 darl penyusunan, penyampajan kepada BPD dan pers'=tu_|uan"l;’
- BPD. e T e e
: : 3 Secara maten perlu smkromsam antara Rencana Kelja Pemermtah Desa‘ f '
_ : (RKP desa) dengan APBDes, sehmg,ga APB Desa merupakan wu_]ud -

| .:: . keterpaduan seluruh progrm Nasxonal Daerah dan Desa dalam upayaf:, R
! o " pemngkatan pelayanan umum dan kese_lahteraan masyarakat d1 desa. =
4 Perubahan APBDesa tahun anggaran betjalan dlupayakan dllakukan- - e
o setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggung]awaban R
"Y‘Pelaksanaan APBDesa Tahun Anbgarem sebelumnya Dalam hal laporan - |

“ pertanggun.awaban terlambat d1tetapkan,_ Pemermtah Desa tetapv o

| ) :: B melakukan Perubahan APBDes sesual de,ngan _]adwal Waktu yang |

o d dltetapkan Program dan keglatan yang dltampung dalam perubahan o .
. ». APBDesa agar memperhltungkan 31sa waktu pelaksanaan APBDesa‘ Sl
:'v‘v':v?,fv;'f:tahun anggaran berJaIan T | o

E PERUBAHAN APB DESA o R
1 Pcrubahan APBDesa dapat dxlakukan apablla tex;]adl N
a keadaan yang mcnycbabkan haxuo dllakukan pergeseran antar _]ems
belanja N T | | - . -
b keadaan yang menyebabkan sxsa leblh perhltungan anggaran (SﬂPA) |
‘ tahun sebelumnya harus dlcrunakan dalam tahun bex]alan BTN 7



c keadaan darurat dan RS
d keadaan Iuar b1aqa .

2 Perubahan APB Desa hanya dapat dllakukan 1 (satu) kah dalam 1 (satu) R

~ . tahun anggaran, kecuali dalam Leadaan luar biasa.
| 3 :":'Perubahan APB Desa texjadl bila pergeseran anggarah ya1tu pergeseran E
3_’antar jenis belanja dapat d11akukan dengan cara mcrubah peraturan .
) :}_:v_v::’_:t:desa tentang APB Desa o S .

S f-vf‘}:.:f"Penggunaan SllPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaltu .

""-'f:-fkeadaan yang menyebabkan sisa leb1h perhltungan anggaran (S11PA) ) :

R ftahun sebelumnya harus chgunakan dalam tahun bf:l‘.l"ﬂ—L?ln

L 5 ::Selan_]utnya tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama SO

B “ :dengan tata cara pelaksanaan penetapan APB Desa ‘_ )

 F. PELAPORAN . S
o ;1?,’ Kepala Desa menyampalkan laporan pelaksanaan APB Desa semester? - , |

o 'pertama kepada Bupatl melalm camat o o
- 2 : Laporan sebagalmana chmaksud pada nomor 1 terdm dan |
Iaporan pelaksanaan APB Desa, dan ' |

el b lapol‘an rea11sa31 kcglatan

S 3. Kepala Desa menyusun laporan sebagalmana d1maksud pada angka 2 S

B dengan cara menggabungkan seluruh laporan Kaur dan Ka81 pelaksa.na

}.}keg1atan pa]mg lambat mmggu kedua bulan Juh tahun berjalan S

G PILRTANGGUNGJAWABAN APB Deua

1 Kepala Desa menyampmkan laporan pertanggun.awaban reahsa31 APB‘ L

v B : Desa kepada Bupau melalm Camat setlap akhlr tahun anggara.n
R 2,”_‘,’Laporan pcrtanggung]awaban sebaoaumana dlmaksud pada angka

B dmampalkan paling lambat 3 (tlga) bulan setelah akhn' tahun anggaran: o

o berkenaan yang dxtetapkan dengan Peraturan Desa :

- 3 B Peraturan Desa sebagmmana dxmak>ud pada angka 2 dzsertal dengan o o

e a ) laporan keuangan, terdm atas _
; “,‘.1) laporan reallsas1 APB Desa dan
- 2) catatan atas 1aporan keuangan

o '{v, b ".Iaporan reahsa31 keglatan dan

- c , fclaftar program sektoral program daerah dan program lamnya yang : :

: }masuk ke Desa



4 Laporan Pertanggung]awaban sebagaunana dlmaksud dalarn angka 1

merupakan baglan dari laporan penyelenggaraan Pemenntahan Desa

akhu' tahun anggaran.

H. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA
"~ Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran

berja]an, selain mcmperhatlkan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa o

Juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. ‘Pemerintah Desa harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi
‘masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi
‘Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun anggaran bexjalan
agar melakukan langkah-langkah, antara lain : :

a. Memperta_]am alokasi anggaran secara efisien dan selektxf mungkin
~ dengan memberikan perhatian khusus pada pemulihan ekonomi
masyarakat desa, pelaksanaan program prioritas nasional sesuai

kewenangan Desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan
non alam sesuai kewenangan Desa. v
b. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan

Kegiatan, yaitu :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemu,nntahan Desa

)

‘b)

Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana telah dlatur pada Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang*Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pemenuhan Jaminan hesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagalmana telah diatur pada Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimanav telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 2019 tentang Pemotongan ‘Penyetoran dan
Pcmbayaran juran Jaminan Kesehatan bag1 Kepala Desa dan
Perangkat Desa; .

Penyediaan Operasional Pemcrmtah Desa (ATK, Honoranum

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD),
perlengkapan perkantoran, listrik/ telepon, dli);



” "’:*-'Penyed1aan Operasxonal BPD (Rapat-rapat (ATK makan*f. E
';‘,‘mlnum), perlengkapan perl@ntoran, hstnk/ telepon, dll), -

; Penyediaan 1nsent1f/ Operasmnal RT/RW; oo
’;Penyelenggaraan - musyawarah o Perencanaan : "‘:’ ':f‘
- Desa/ Pembahaban APBDcS (Musdes Musrenbangdes/ Pra»

X Musrenbangdes di., bersﬁ'at regular), R o :
Penyusunan Dokumen Pcrcncanaan Desa (RPJM Desa/ RKP_'] i
:',Desadll),' ‘ ' ' S
V'Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes L
-.,'-;Perubahan/ Laporan Pextanggung]awaban APBDes, dan*‘

n

Penyedlaan Tunjangan BPD

e seluruh dokumen tcrkalt)

B

g

Pengelolaan / Admmlstram /i mventansas1 / Pen11a1an Aset Desa ‘
Penyusunan Laporan Kepala : Desa/ Penyclcnggaraanv

o -Pcmerlntahan Desa (laporan akhlr tahun ‘anggaran, laporan’»:‘;f’

o vakhlr masa Jjabatan, laporan keterangan akhu' tahun‘f“' o

" ':'.-v”anggaran, mforma51 kupada masyarakat), o e o

:Penguatan Sistem lnformaSJ Desa, dan penyedlaan Medlaf..gi-;_‘.

~ informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam

’v'-f,'jhal Pcnyelcnggaraan Pcmermtah Desa, Pcmbangunan Dcsa L

‘ - Pembinaan Kemasyarakatan 'Pemberdayaan Masyarakat S
o -_fDesa dan hal-hal yvang berhubunga.n dengan Penanggulangan" o |

o Bencana Kcadaan Darumt dan Mendesak Desa; dan

- m) Penentuan/ Penegasan/ Pemba.ngunan Batas Desa

g b

o *‘.a)
b)
R

a)

o ‘,’; i'2) ;Bldang Pemblnaan Kemaeyarakatan Desa S
o { Pembmaan Lembaga Adat; -

Pemblnaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa -j o

'(LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat , o
- »(LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), ; S
i PembmaanPKK ' oS g UL ST
',»‘Pelatlhan Pembmaan Lembaga Kemasyarakatan dan S o
, »‘Penguatan Ketenteraman, Ketertxban Umum, dan

Perhndungan Masyarakat

o 3) - Bldang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa

Pemngkatan kapaSItas bagi Kepala Desa, - ':  R _
Pemngkatan kapasitas Perangkat Dcsa, dan S
Peningkatan kapa31tas Badan Permusyawaratan Desa

' 4) Lain-lain kegiatan prioritas antara lain :
- ’Penyedlaan alokasi anggaran pada bldang

o _'Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat‘dan

'+ Mendesak Desa.

b)
Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan
: perundang~undangan S

Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID 19




'Lam-lam keglatan pnorltas, yaltu
a. Penyedlaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan

' Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
b. Penanggulangan lanjutan atas dampak Covid-19.

c. Penggunaan Dana Desa berdasarkan kctentuan peraturan

pemndang—undangan
Mempercepat daya serap anggaran, sehirigga dapat memperkecil SiLPA
yang padai akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
Dalam rangka tertib 'administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan

’pengadéan} buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

| -‘Keuangan Desa.

Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemenntahan
desa yang baik, Pemerintah Desa perlu:
fa. melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi

keuangan desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan

- ‘ prosedur, penyiapan instrumen operasmna.l pelauhan, monitoring

dan evaluasi secara lebih akuntabel dan tmnsparan

‘b. Pemerintah = Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan,

pénatausahaan - dan penyiapan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa secara cepat dan akurat, agar diupayakan
dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistemn Informasi
Pengelolaan Keuangan Desa;

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi,
sosialisasi dan pélatihan/ birnbingan teknis, penerapan teknologi
informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang
memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa.

d. :Momtonng dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan

anggaran dan pertanggung;awaban - pelaksanaan  anggaran
dﬂaksanakan oleh Camat kepada Desa; ’

e, Penmgkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggung]awaban

pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan secara
tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi yang berlaku. ’

.. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemenntahan, pembangunan
~ dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan
- pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien,
 pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola
~ kerja sama antar desa. : '




(»i

. Dalam rangka pengangga;an kegnatan yang pelaksanaannya 1eb1h dari

satu tahun anggaran (multi years), maka untuk menjaga kepastian

o kelan_]utan penyelesman pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui

bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu

B penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan

sisa masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas

pengexolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk
dapat melakukan langkah- langkah yang diperlukan guna dapat

menmgkatkan kualitas sistem pengendahan internal dan mematuhi
- peraturan perundang-undangan yang berlaku. ’ ‘

. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korup31
. sebagalmana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan
Korups1 Repubhk Indonesia Nomor : B/7508/01-16/08/ 2016 tanggal 31
o Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengﬁlolaan Keuangan Desa/Dana
- Desa, kepada Kepala Desa untuk segera : |

a. menerapkan prmsxp—pnnmp tata kepemenntahan yang baik;

b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan har
dalam pelaksanaannya; :

c. bersama—sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap
kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang
bersumber dari APBN, APBD, PADesa maupun sumber keuangan
lainnya.

 BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO




